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PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

. bahwa pertambangan merupakan salah satu sektor kegiatan

perekonomian vang mempunyai peran penting sehagai salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah dalam peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja ;

. bahwa pengembangan pertambangan di Propinsi Kalimantan Timur

diarahkan untuk mewujudkan usaha pertambangan yang efisien di
daerah dalam menciptakan iklim usaha pertambangan vyang
kondusif;

. bahwa untuk menunjang terwujudnya halt-hal tersebut diatas,

maka dipandang periu untuk membentuk Perusahaan Daerah
Pertambangan di Propinsi Kalimantan Timur, vang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah—

Daerah Otcnom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1105)

. Undang-tindang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1362 Nomor 10; Tambahan iembaran Negara
Nomor 2387);

. Undang-indang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan—-Ketentuan

Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 19687 Nomor 22;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831)

. indang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor £0; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839)

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomotr 3848);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan Rebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaranh Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);
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ndang-uUndang Nomor 31 Tahun 1329 tentang Pemberantasan Tindak
idana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1333 Nomor 140; Tambanan
i_embaran Negara Nomor 387);

Ur
D

FKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1923 tentang
Kapenhgurusan Badan Usaha Milik Daerah;

reputusan Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Propinsi Kalimantan
Timur Nomor 08 Tahun 2000 tentang persetujuan DPRD Propinsi
Kalimantan Timur terhadap 2 (tiga) buah Peraturan Daerah
tentang Perusahaan Daerah Pertambangan, Kehutanan dan
perkebunan Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persatujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN

PERATURAN DALRAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
PERTAMBANGAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan

or

9]

(18]

~h

Caerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;

Pemarintah Dazrah adalah Kepala Daerah beserta perangkat
Daerah Otonom vang lain ssbagai BRadan Esekutif Daerah ;

. Guhernur adalah Guhernur Kalimantan Timur ;

Perusahaan Daerah adalah Perusahazn Daerah Pertambangan
Propinsi Kalimantan Timur ;

Pembinaan adalah kegiatan uniuk memberikan pedcman bagi
Perusahaan Daerah dalam perencanaanh, pelaksanaan dan
pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah vyang
bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sscara
berdayvaguna dan berhasilguna serta dapait berkembang dengan
haik

Fengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap
Perusahaan Daerah dengan fujuan agar Perusahaan Daerah
tersebut melaksanakan fungsinya dangan baik dan berhasi]
mencanpat tujuan yang telah ditetapkan ;

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah
dengan cara membandingkan antara keadaan vang sebsnarnya
dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang
keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional ;

Direksi adalah Direksi Perusahaan Dasrah Pertambangan Propinsi
Kalimantan Timur ;
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Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah
Partambangah Propinsi Kalimantan Timur

Pegawai adalah Pegawail Perusahaan Daerah Pertambangan Propinsi
Kalimantan Timur.

8AB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2
Perusahaan Daerah didirikan oleh Pamerintah Dasrah
Perusanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam avat (1) adalah
oerbentuk Badan Hukum vang berhak melaksanakan usahanya
berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BARB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3
Perusahaan Daerah perkedudukan di Ibukcta Propinsi Kalimantan
Timur Bamarinda dan mempunyai Kantcr Perwakilan/Cabang
berdasarkan kebutuhan.
Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan
korespondesi didalam dan diluar Negeri.

BAB 1V

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4
Perusahaan Daerah bertujuan
a. melaksanakan dan menuniang kebijaksanaan serta program

Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan dan Perekcnomian
Daerah;

. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;

Unt 'k mencapai tujuan tersebut diatas Perusahaan Daerah
nenjalankan usaeha dibidang :

a. pertambanhgan umum mencakup Kegiatan—-kegiatan penvelidikan
umum, esksplorasi, eksploifasi, pengolahan dan pemurnian,
gengangkutan, serta penjualan bahan galian.

2. pertambangan emas.
C. jasa penunjang pertambangan umum,

Perusahaan Dasrah dapat pula menjalankan usaha lainnya vang
mempunyas nubuﬂgan dengan bidang uw”h% tersehut diatas baik
secara sendiri-sendiri maupun bearsama-sama dengan Pihak
retiga, sesuail dengan ketentuan peraturan perundang— undangan

AT =l

vang oerlaky,



MODAL DASAR

Pasal &5
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naan Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,-

}oyang ssluruhnya merupakan penvertaan
erah dan merupakan kekayaan Pemerintah
; 3 , ¥yang terdiri atas 1.000 {saribu)
empar saham, dengan nilai nominal Rp 5.000.000,- (lima juta
rupian) per r

(2} Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PEMBTNAAN DAN PENGAWASAN UMUM

rasal 6

—

Pembinaan dan Pengawasan Umum terhadap Perusahaan Daerah
dilakukan olsh Gubernur

[

Fay

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1), Gubernur dibantu oleh Sakretaris
Dagrah.

BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 7

Fengurus Perusahaan Daerzh terdiri atas
a. Direksi;
. Badan Pangawas.
Bagian Per{ama
Direksi
Pasal 8

Direksi terdiri atas seorang Direktur Utama vang dibantu oleh
. 7 -
paling banyak 3 {tiga) orang Direktur,



a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Per
k. menyampaikan rencana kerja 5 (1ima)} tah

Paragrat 1
Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Direksi mempunyai tugas :

C

sahaan Daerah;
uran dan rencana keria

Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas
untuk mendapat pengesahan;

. meiakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat
persetujuasn Badan Pengawas;

. membina pegawai;

mengurus dan mengeicla kekayaan Perusahaan Dasrah;

manyelenggarakan administrasi umum, Keuangan, pﬁmasaran dan

produkst g

o

mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar
Pengadilan.

. menyvampaikan Taporan berkala Te.geﬂa seluruh kegiatan
Termasuk Neraca dah Perhitungan Laba Rugi kepada Badan

Paengawas.

Pasal 10

Direksi mempunyai wewenang

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;

b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pagawasi
dari jabatan dibawah Direksi;

<. menardatangan| Neraca Perhitungan Laba Rugi;

d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak Tain.

Direksi memerlukan persetuiuan dari Badan Pengawas dalam hal

¥

a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama u
Sinjaman yang mungkin dapat berakibat ferhadap be
aset dan membebani anggaran Psrusshaan Dasrah;

o. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda
bergerak dan atau tak bergarak milik Perusahaan Daerah:
c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Paragraf 2
Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 12

(1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

(2} Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Buku
Direksi menyampaikan Laporan Feuangan kepada Cubsrnur

i Ketua Badan Pengawas untul mendapatkan pengesahan,
erdiri dar' Neraca dan Perhitunagn aba/Rugi tahunan
Tah disgudit oleh Akuntan Publik;
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Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan vang telah
mendapa Lan pengesahan, Gubsrnur memberikan pembebasan
tangoung iawab kepada Direksi dan Badarn Pengawas.

tambat 3 {tiga) hulan sebelum berakhirnya tahun Buku
i ah mangajukan rencana kerja dan anggaran

abila pada tanggal 31 LCesember tahun berjalan Badan
igawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran
erusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

n L
PR Al

Paragrat 3
Penghasilan dan Hak-Hak Direksi
Pasal 13
Penghasilan Direksi terdiri atas :

a. Gaii.
b. Tunjangan.

Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1} huruf b ditetapkan oleh Dirsksi.

Paragraf 4

Pasal 14

Hak Cuti

Direksi memperoleh hak cuti sebagai besrikut:

a. cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

D, cuti Besar/Cuti Panjang, selama 2 {dua) bulan untuk setiap
satu kali masa jabatan;

Cc. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan hagi Direktris;

d. cuti alasan penting;

a, cuti Sakit.

i Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam avat (1)

huru™ a, b dan ¢ dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pelaksan aan hak cuti sebagaimana dimaksud dslam ayat (1)
Ruruf o dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
Badan Pen gawas,
Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan
penuh dari Parusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Radan Pengawas

Fasal 15

Badan Pengawas terdiri atas

O W

Oy

{satu) orang Ketua werangkap Anggota
{satu} crang Sekretaris.
{satu} orang Anggota.



Paragraf 1
Tugas dan Wewenang

Pasal 16

Badan Pengawas mempunyal tugas

a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah.

2. memberixan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap
pengangkatan dan pemberhentian Direksi,

¢. memberikan pendapatl dan saran kepada Gubernur terhadap Program

Kerja yang diajukan oieh Direksi.

memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap Laporan

Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan
Dasrah.

[N

rasal 17
Badgan Pengawas mampunvai wewenang
a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan
tugas sesuail dengan program kerja vang telah ditetapkan.
b. meneriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah.
¢. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Dasrah.
d. menerima dan menolak pertanggung jawaban keuangan dan program
kerja Direksi tahun berjalan.
Pasal 18

(1) Untuk membantu tugas-tugas BRadan Pengawas dibentuk
Sekretariat.

(2) Honorarirum Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Paragraf 2
Penghasilan

Pasal 19
Badan Pengawas Karena tugasnya menerima honorarium.
Pasal 20
{1} Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat

puluh persen) dari penghasilan Direktur Umum.

(2) Sskretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35%
{(tiga puluh lima persen) dari pengahasilan Direktur Umum.

{2} Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari pengahasilan Direktur Umum.



Pasal 21

Segiain honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 19 Badan pengawas
setiap tahun diberikan jasa produksi.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

Pengangkatan dan Pemberhentian terhadap :

a. Direksi.
b. Badan Pengawas.

(2)

(3)

(4)

Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan Direksi

Pasal 23

Direksi diangkat oleh Gubernur diutamakan dari swasta atas
usul Badan Pengawas berdasarkan rekomendasi lembaga
independen dan profesicnal.

Dalam hal calon Oireksi sebagaimana dimaksud datam avat (1)
oukan berasal dari swasta, maka vang bersangkutian harus
melepaskan terlabih dahulu status kepegawaiannya.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut

a. diutamakan Putra Daerah mempunyai pendiaikan paling
kurang Diploma 3 { D3 ).

b. mempunyai pengalaman kerja minimal & {lima) tahun
diperusahaan vyang dibuktikan dengan surat keterangan
{referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian
haik,

c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi,misi dan
strategi perusahaan.

d. Tulus ujil kepatutan dan kelayakan {fit and proper test)
yang dilaksanakan oleh lembaga independen dan
profesional yang ditunjuk Gubernur,

. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau
dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan
Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut
garis Turus maupun kKesamping termasuk menantu dan ipar.

[4¥]

Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



Pasal 24

(1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banvak 2
{dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di
Perusahaan Daeran vyang bersangkutan, kecuali Direksi
diangkat menjadi Direktur Utama.

(2) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 {empat) tahun
sejak tanggal pengangkatannya.

(3) Pengangkatan untuk masa jabatan yvang kedua sebagaimana

dimaksud dalam avat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti
marpu meningkatkan kinerija Perusabhaan Daerah setiap tahun,

Paragraf 2
Pemberhentian Direksi
Pasal 25

Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oieh Gubernur
maskipun masa jabatannya belum berakhir oleh karena :

atas permintaan sendiri;

meninggal dunia;

gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan
tugasnya;

O O

d. tidak metaksanakan tugasnya sesuail dengan program kerja yang
telah ditetapkan;

e. terlibat dalam tindakan merugikan Perusahaan Daerah;

£

. dihukum pidana berdasarkan putusan Psngadilan Negeri yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

{1} Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan
sehagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf ¢, d dan & Badan
Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang
bersangkutan.

)
™
St

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi
sebagaimana dimaksud dalam avat (1) terbukti, Badan Pengawas
sagera melaporkan kepada Gubernur,

Pasal 27

{1) Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah

gnerima hasil pemeriksaan Radan Pengawas sudah
mengeluarkan Keputusan fentang Pemberhentian sebagai Direksi
bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 25 huruf ¢, d dan e;

rea
il
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{2) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam

(3)

14
\

{8)

4)

(6)

~

ke

(2)

[S5]

e

(4)

—
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(1), maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan
kepada Badan Pengawas dalam ternggang waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentiannya.

. Badan Pengawas dalam waktu 30 {tiga puluh) hari sejak
menerima surat keberatan tersebut, sudah harus
mengeluarkan rekcomendasi dan menyampaikannya kepada
Gubernur.

¢. Gubernur dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
menerima rekomendasi dari Badan Pengawas harys
mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak
kKeheratan yang bersangkutan.

Untuk kepentingan peradilan Direksi yvang didakwa telah
melakukan suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana dan
oerhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan
tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya Gubernur
harus mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara kepada
vang bersangkutan.

Hal-hal yang menyangkut pemberhentian sementara Direksi,
akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Apabila Direksi tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka
yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi.

Apabila Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan
tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
cerkekuatan huxum tetap, maka pemberhentian ssmentara yang
bersangkutan segera dicabut dan diangkat xembali sebagai
Direksi.

Pasal 28

Direxksi yang diberhentikan ssbagaimana dimaksud pada Pasal
25 hurut a, b dan ¢ diberhantikan dengan hormat.

Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal
25 huruf d,e dan f dibsrhentikan dengan tidak hormat.

Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal
25 hyruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 {tiga) kals
penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan
uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara
proporsicnal sesuai masa jabatannva.

Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal
25 nuruf ¢ selain diberikan uang pesangon ssbesar 5 (1ima)
kali penghasilan vang diterima pada bulasn terakhir juga
diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara
proporsional sesuai masa Jabatarnva.

Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak
diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan
kemampuan Perusahaan Daarah.
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Pasal 29

Paling lama 3 {figa) buian sebelum masa jabatan Direksi
berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada
Gubernur.
Pasal 30
(1) Gubernur mengangkat Pelaksana Tugas (P1t), apabila Direksi
diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
(2} Pengangkatan Pelaksana Tugas (P1t) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur untuk masa jabatan paling lama 3 {(tiga}
bulan.

Pasal 31

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap.

Pasal 32
Apabita dalam 2 {dua} tahun berturut-turut Dirsksi tidak mampl
meningkatkan kinerja Perusahaan, Gubernur dapat mengganti
Direksi.
Pasal 33
Direksi yang akan melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat
ijin Gubernur.
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan Badan Pengawas

Pasal 34

1) Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur

{2) Badan Fengawas sebagaimana dimaksud dalam avat (1) berasal

dari orang vang profesional sesuai dengan Didang usaha
Perusahaan Daerah vang bsrsangkutan.

3} Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhsi
persyaratan sebagai berikut :

a. Tulus wii kelavakan dan kepatutan (fit and profer test)
varg dilaksanakan oleh jembaga independen dan profesional
vang ditunjuk Gubernur;

b. menvediakan waktu yang cukup;

¢. tidak tesrikat hubungan keluarga dengan Guhernur atau
dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai
derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun Kesamping
termasuk menantu dan ipar.

4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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Pasal 35
(1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kaii masa
jabatan.

{2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 {tiga)
Tahun.

{3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan
apabila :

a. mampu mengawasi Perusda sesuai dengan program kerija.
b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan
Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya.
C. mampu memberikan pendapalt mengenai peluang usahe vang
menguntungkan dimasa yang akan datang.
Paragraf 2
Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 36

Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun
masa jabatannya bslum bherakhir oleh karena :

a. atas pemintaan sendiri;

0. meninggal dunia:

¢. gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan
tugasnya;

d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;

g. terlibat dalam tindakan yang marugikan Perusahaan

Daerah;
f. dihukum picana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri
yang teiah mempunyai kekuatan hukum vang tetap.

Pasal 37

{1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu
perbuatan sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf ¢, d
gan e, Gubernur segera melakukan Pemeriksaan terhadap yang
bersangkutan.

e
[an}
L

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) terhukiti melakukan
perbuatan yang dituduhkan, Gubernur palting lama 12 (dua
belas) hari kKerja segera mengsluarkan Keputusan tentang
pemberhentian sebagai Badan Pengawas.

{3) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2}, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut

a. Anggcta Badan Pengawas yang bersangkutan dapat
mengajukan keberatan kepada Gubernur dalam tenggang
waktu 30 (tiga puluh)} hari sejak diterimanya keputusan
pemberhentiannva.
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b. Gubernur dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
manerima surat keberatan tersebut, sudah harus
mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak
keberatan yang bersangkutan.

{4) Untuk kepentingan peradiian, anggota Badan Pengawas vyang
didakwa telah melakukan bUdLu kejahatan/palanggaran hukum
cidana dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib
dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya
Gubernur harus mengsluarkan keputusan pemberhantian
sementara kepada yang barsangkutan,

n
et

Hal-hal yang menyangkut penberhentian semerntara anggota

o~

Badan Pengawas, akan diatur lebih lanjul dengan keputusan
Gubernur.
{g) ﬁpdb] la anggota Badan Pengawas tersebut dinvatakan bersalah
ardasarkan putusan Pengadilan yang mampunyaa kekuatan
“ukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai
anggota Badan Psngawas.

{7) Apabila anggota Radan Psngawas tersebut dinvatakan tidak
cersalah berdasarkan putusan “sngﬂd:Eaﬂ Yang mempunvai
kekuatan hukum tetap, maka pemberhent sementara vyang
tersangkutan segera dicabut dan d:aﬂgkat kembali ssbagal
anggota Badan Pengawas.

Pazal 3
1) Bssarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai
dan Tahaga KFarja lainnya ditetapkan paling banyak 20% dari
Taba bersih tahun yang bersangkutan setelah di audit

{2} Besarnya jasa produksi sshagaimana dimaksud datam avat (1)
ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 39
Dana Refresentatid dised akan dari Angsgaran Psrusahaan paling
tinggi TH% dar1 3 ah penghasilan Direksi dalam satu tahun vang
diterima pada bJ an terakhir dan penggunaannya diatur olesh
ma -
Direkad.

BAB TIX

KONTRCL PEMERTKSAAN

Pasal 40

£17 Dengan tidak mengurangi hak Instan dan badan lainnya yvang
)

=
manurut Peraturan Perundaﬂg—uruangai yang berlaku herwenang
mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan *entang segala
sasuatu mengenai pekerjaan penguru an Perusahaan Daerah,
subeinur dapat meminta Akuntan Publik dan/atad Akuntan Negara
untuk melakukan penyelidikan dan pemsriksaan terhadap
kepengurusan perusahaan daerah serta pertanggungiawasbannya.

~~
™2
N

Hasil kantrol/pemeriksaan disampaikan kepadz Badan Pengawas,

"J’)
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BAR X
TANGGUNG JAWAR DAN TUNTUTAN GANTT RUGT
Pasal 41

Badan Pengawas darn semua Pegawai, termasuk Anggota Direksi
yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan
carang-barang inventaris milik perusahaan daerah, karena
tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan
tugas yang dibebankan kepada mereka Tangsung atau tidak
langsung telah menimbuTkan kerugian bagi Perusahaan Da 9'ah,
diwaiibkan meﬂggant1 kerugian sesuai dengar ketantuan
peraturan perundang-undangan vang bertaky

Semua Pegawai yang aibebani tugas penyimpanan, pembayaran
atau penyerahan Jang dan svrat surat berharga milik
rusahaan Daerah dan barang-barang inventaris milik
srusahan Dasran yang digimpan didalam gudang atau tempat
nyimpanan khusus yvang semata-mata digunakan untuk keperiuan
U diwalibkan memberikan pertanggungjawaban tantang
leksanaan tugasnya kepada Gubernur.

8]
]

¥

--73 T
—+

Pegawai ssbagaimana dimaksud dalam ayat {3} yvang tidak
memberikan pertanggungjawaban mengenai nelaksanaan tugashyva
kepada Gubernur, dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan
srundang-undangan yvang berlaku.

Semua surat bukti dan Tainnya bagaimanapun sifatnya vang
termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan
Daerah disimpan ditempat atau psda Badan lain vang ditunjuk
osleh Gubernur kecuali jika untuk kepentingan sesuatu
pemeriksaan.

Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan Pajak
dan kontrole Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat
Tainnyva sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk ssmentara
dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Publik dan/atau Akutan
Negara.
BAE XI
KELEMBAGAAN

Pasal 42

unan Organisasi dan Tata ’erja FPerusahaan Daerah ditetapkan
ngan Keputusan Guberndr zesusg] A

ai dsngan paraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB XIT

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 43

Tahun puky Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.
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Pasal 44

{1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan
tahun buku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan
untuk tahun buku vang besrsangkutan guna mendapatkan
persetuiuan Gubernur sstelah mendapat pertimbangan Badan
Pengawas.

(2) Pengajuan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang
bersangkutan, bharu dapat dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan Gucernur.

BAR XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 45
Laporarn perhitungan usaha berkaia dan kegiatan Perusahaan Daerah
diajukan oleh Direksi kepada Gubernur secara tertulis dan
terperinci setiap 3 (iiga) bulan sekali dengan tembusan kepada

Badan Pengawas,
BAB XIV
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 46
(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan
tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba

kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.

{2} Dalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilazian Pos
dalam perhitungan tahunan.

(3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan seieslah mensrima perhitungan
tahunan itu oleh Gubarnur tidak diajukan ksheratan tertulis
maka perhitungan tahunan ini dianggap felah disahkan,

(4} Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oieh
Gubernur.

(5) Laporan Keuangan tahunan {neraca, perhitungan rugi/labaj
dilakukan berdasarkan hasil pemsriksaan Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Negara.

BAR XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN 1 ABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 47

{1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak holeh diadakan.
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(2} Penggunaan laba bersih, cadangan tujuan dan pengurangan lain
vang wajar dalam Perusahaan Dserah, ditetapkan ssabagai
berikut

a. untuk Dana Pembangunan Dasrah 20 #%.

b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %.

¢. untuk Cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, Jasa
Produksi, Sumbangan Dana Pensiun dan Bantuan, yang
besarnya masing-masing ditentukan dalam Keputusan Gubernur
barjumlah 45 %.

{3) Penggunaan Laba untuk Cadangan Umum bilamana telah mencapai
tujuannva dapat dialibkan kepada pembangunan lain sesuas
kepentingan Pemerintah Daerah.

BAR XVI
KEPEGAWATAN
Pasal 48

{1) ¥edudukan hukum, gajl, pensiun dan golongan seria penghasilan
lain dari Direksi dan Pagawai Perusahaan Daerah diatur dengan
keputusan Gubernur, sesual dengan Peraturan yvang beriaku.

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawsai Perusahaan
Dasrah sesuail dengan peraturan perundang-undangan yang
herlaku,

BAB XVII
PEMBUBARAN
Pasal 49

{1) Pembubaran Perusahaan Dasrah dan penuniukan likwiditornya
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Semua kekayzan Perusahaan Daerah setelah diadakan 1ikwidasi
manjadi milik Pemerintah Dasrah.

{3} Pertanggungjawaban Tikwidasi oleh likwiditor disampaikan
kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan
tanggungjawab tentang pekeriaan yang telah diselesaikan.

{4) Dalam hal likwidasi, Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat {1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita
Pihak Ketiga apabila karugian itu disehabkan oleh karena

Neraca dan Perhitungar Laba Rugi vyang telah disahkan tidak
menggambarkan kKeadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 5’0

Segala biava yang diperlukan untuk kegiatan Perusahaan Daerah
dibabankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.
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BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka usaha dibidang
pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor
5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Melati Bhakti
Satya Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dinyatakan tidak
berlaku lagi.

AR XX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal b2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supava setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Kalimantan Timur,

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2000

s,
=i

SHORY KALIMANTAN TIMUR,

L FMBARAN DAERAH PROPINST KALIMANTAN TIMUR TAHMUN 2000 NOMOR 04
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 04  TAHUN 260G
TENTANG

PEMRENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR

UMLIM
Salah gsatu upaya yvang tsrus menerus dilakukan Pemerintah Caerah adalab
menggali potensi dasrah uniuk meningkatkan penerimaan dalam rangka kegiatan

skonomi daeran.

Sesuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tantaﬁg Pemerintahan
Ba

Dasrah dalam sal 84 menyebutkan bahwa Daergh dapat memiliki Badan Usaha
milik Daerah sesual dengan peraturan perundang-undargan dan pembentukannya
diatur dengan Peraturan Daerah. Sej alaﬁ uerh3 tugas vang akan digapai dengan
nembentukan Hadan Usaha Milik Dae"dh maksud malalui Peraturan Dasrah ind
maka Peraturan Dasran ini men~tapkan ketentuan-ketentuan pokok vyanrg
membeikan pedoman kebojaksanaan bagi Daeran dalam melaksanakan kegiafan
Pariusana ax

¢ berat dari semua kegiatan perusahaan bharus ditujukan kearah
pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional umumnva. Dlsh
sebab 1td maka sebagian laba vang diperoleh pantinya diharapkan untuk
kepantingan pembangunan Daerah
PASAL DEMI PASAL

Fenvebutan nomenklatur Direktur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



Pasal 8

Cukup

Cukup
Pazal 19

Cukup
Pasal 20

Cukup

jeias

jelas

ielas

jeias

jelas

jelas

jelas

jelas

ielas

[R%)

Kriteria Putera Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah
perkonsultasi dengan DPRD.
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